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PEMERINTAH PROVINSI RIAU 

 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU 

 NOMOR 3 TAHUN 2013 

 
 

TENTANG 
 

PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK  

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

GUBERNUR RIAU, 
  

Menimbang :  a.  bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan 

amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam 
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia 

seutuhnya yang harus dipertanggungjawabkan 
keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah, 
sistematis dan bermakna untuk menghormati, melindungi 

dan menjamin terpenuhinya hak dasar anak; 
 

b. bahwa  anak wajib mendapat jaminan pemenuhan dan 
pemajuan hak-haknya termasuk perlindungan dari berbagai 

bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran yang 
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat 

dan keluarga;  
 

c.  bahwa untuk mewujudkan pemenuhan dan pemajuan hak-
hak anak termasuk pelindungan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b serta mendorong peran serta 
semua pihak yang bertanggung jawab dalam 
penyelenggaraan perlindungan dan penjaminan 

terpenuhinya hak dasar anak di Provinsi Riau, maka 
diperlukan kepastian hukum dalam penyelenggaraan 

perlindungan dan penjaminan hak dasar anak;  
 
d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang 
Perlindungan Hak Dasar Anak.  

 
Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 
 

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, 
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1646); 
 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3143); 
 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang 
Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara      Republik 
Indonesia Nomor 3670);  

 
 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang 
Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk 

Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 56 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 3835);  
 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 3886); 
  

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan 
Konvensi ILO Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera 

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 
Anak (Lembaran Negara   Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 3941);  
 
 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4235);  
 

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4279);  

 

 

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4301);  
 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4419);  

 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun Nomor 4439); 
 

14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4720); 

 

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4967); 

 
 

16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063);  
 

17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem 

Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5232);  
 

18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234);  
 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4737);  
 

21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak  Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Perlindungan Anak; 
 
 

22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota 

Layak Anak; 
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23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 3  Tahun 2011 tentang 

Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;  
 

 

24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 5  Tahun 2011 tentang 
Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak; 
 

25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 10  Tahun 2011 tentang 
Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus; 

 
 

26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 
  

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
  

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU 

 

Dan 
 

GUBERNUR RIAU 
 
 

MEMUTUSKAN  
 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN HAK 

DASAR ANAK.  

 
 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  
Pasal 1  

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Provinsi Riau.  

 

2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  

 
 

3. Gubernur adalah adalah Gubernur Riau.  
 

 

4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau. 
 

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau. 
 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang  selanjutnya disingkat DPRD 
adalah DPRD Provinsi Riau dan/atau DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi 

Riau. 
 
 

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan 

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  
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8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 
 

9. Hak dasar anak adalah hak mendasar yang seharusnya diterima anak agar 

anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara berkualitas sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya. 
 
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami 

istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau 
keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan 
derajat ketiga.  
 

11. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu 
tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.  
 

12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan 

kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.  
 

 

13. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara 

wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.  
 

[ 

14. Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan 

menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari 
nafkah di jalanan atau di tempat umum.  
 

15. Anak penyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik 
dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan 

perkembangannya secara wajar.  
 
 

16. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai 
usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) 

tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi 
pidana karena melakukan tindak pidana dan yang menjadi korban tindak 
pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu 

tindak pidana.  
 

17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi 
sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 
 

18. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan 
atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi.  

 
[ 

19. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, 

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 
orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar 
negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.  
 

20. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah 
kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak 
melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan 
berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin 
terpenuhinya hak anak.  


